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Abstrak 
The study entitled "The Validity of Notary Deed Signed By Parties By Using Signatures Sent 
Through Electronic Media" is a normative legal research using legislation approach and 
conceptual approach. The legal issues discussed are focused on the legitimacy and legal 
consequences of the authentic deed deeds signed by the parties using signatures sent via 
electronic media. From the research results it is known that authentic deeds signed by the 
parties by using signatures sent via electronic media are not valid as authentic deeds because 
the formation of such deed does not meet the formal requirements of authentic deed pursuant 
to Article 38 and Article 44 UUJN and authentic electronic deed pursuant to Article 5 of Act ITE, 
so the legal consequences of an authentic deed signed by the parties using signatures sent via 
electronic media are null and void and have evidentiary power such as a deed under the hand. 
 






Penelitian yang berjudul “Keabsahan Akta Relaas (Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas) Yang 
Ditandatangani Oleh Para Pihak Dengan Menggunakan Tanda Tangan Yang Di Scan Dan 
Dikirim Melalui Media Elektronik (Email, WhatsApp, Instagram, Dll)” merupakan penelitian 
hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 
konseptual. Isu hukum yang dibahas terpokus pada keabsahan dan akibat hukum dari akta 
autentik yang ditandatangani oleh para pihak dengan menggunakan tandatangan yang dikirim 
melalui media elektronik. Dari hasil Penelitian diketahui bahwa akta autentik yang 
ditandatangani oleh para pihak dengan menggunakan tandatangan yang dikirim melalui media 
elektronik tidak sah sebagai akta autentik karena pembentukan akta tersebut tidak memenuhi 
syarat formal akta autentik berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 44 UUJN dan akta autentik elektronik 
berdasarkan Pasal 5 UU ITE, sehingga akibat hukum dari akta autentik yang ditandatangani oleh 
para pihak dengan menggunakan tandatangan yang dikirim melalui media elektronik adalah batal 
demi hukum dan memiliki kekuatan pembuktian seperti akta dibawah tangan.  
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Suatu akta Akta Relaas ( Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas) Yang Ditanda Tangani Oleh 
Para Pihak Yang Di Scan Dan Dikirim Melalui Media Elektronik (Email, Whatshapp, 
Instagram), menyalahi syarat Formal pembentukan akta Notaris berdasarkan UUJN, 
sehinggaAkta Relaas tersebut tidak sah sebagai akta autentik.  
Akibat hukum terhadap Akta  Relaas (Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas) yang ditanda 
tangani oleh para pihak yang di scan dan dikirim melalui media elektronik (Email, Whatshapp, 
Instagram), batal demi hukum sebagai akta autentik dalam arti akta tersebut berlaku kekuatan 
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